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SURAT KETERANGAN/IZIN 
Nomor : B/400.14.5.4/00893/RIDA/2026 

Dasar : 
 
 
 
 
 
 
 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat 
Keterangan Penelitian; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian 
Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan; 

4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang 
Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat di Kabupaten Bantul. 

Memperhatikan : Surat dari : Universitas Sebelas Maret 
Nomor      : 3790/UN27/PM.00.01/2026 
Tanggal    : 21 April 2026 
Perihal      : Permohonan Lokasi dan Izin KKN UNS Periode Juli-Agustus 2026 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada : 

1 Nama : Universitas Sebelas Maret 

2 NIP/NIM/No.KTP : - 

3 No. Telp/ HP : 0274-646994 

Untuk melaksanakan Kegiatan kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan rincian sebagai berikut  : 
a. Judul : Penguatan Kapasitas Masyarakat Berbasis SDGs sebagai Upaya 

Mewujudkan Kemandirian Desa 
b. Lokasi : Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan 

Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan 
Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Srihardono Kapanewon 
Pundong 
Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Triwidadi Kapanewon 
Pajangan 
Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Wijirejo Kapanewon 
Pandak 

c. Waktu  : 7 Juli – 21 Agustus 2026 

d. Status izin : Baru 

e. Jumlah anggota : 110 Orang 
f. Nama Lembaga : Universitas Sebelas Maret 

Ketentuan yang harus ditaat  : 
 1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan 

petunjuk seperlunya; 
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku; 
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan; 
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;  
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan 

kestabilan pemerintah; 
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk hardcopy (hardcover) dan softcopy (CD) 

kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan  
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan 
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas; 

 

                 
Bantul, 8 Mei 2026 

 
 
 
 
 

 

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, 

 

 
 

ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc 
Pembina Utama Muda, IV/c 
NIP. 197103231999031002 

 
 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



 

Lampiran 

Surat Nomor : B/400.14.5.4/00893/RIDA/2026 

Tanggal : 8 Mei 2026 

Perihal : Permohonan Izin Kegiatan KKN 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth. 

1. Bupati Bantul (sebagai laporan) 

2. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 

3. Panewu Kasihan 

4. Panewu Banguntapan 

5. Panewu Pundong 

6. Panewu Pajangan 

7. Panewu Pandak 

8. Lurah Tirtonirmolo 

9. Lurah Wirokerten 

10. Lurah Panjangrejo 

11. Lurah Seloharjo 

12. Lurah Srihardono 

13. LurahGuwosari 

14. Lurah Sendangsari 

15. Lurah Triwidadi 

16. Lurah Caturharjo 

17. Lurah Gilangharjo 

18. Lurah Wijirejo 

19. Rektor Universitas Sebelas Maret 

20. Yang Bersangkutan (Pemohon) 
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